
Menimbang : a

Mengingat 1.

BUPATI TANA TORA.IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan
pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerahmelalui kebijakan Money Follow nrogram dengan
pendekatan secara Tematik, Holistik, Integrated dan Spasial
yang efisien, efektif, akuntable dan transparansi sesuai
sasaran, target/tolak ukur dan manfaat, program, sekaligus
merupakan sinergitas kebijakan program pemerintah
kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa,
Rencana Ke{a Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tana Toraja tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Tana Tora.ja Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4256);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Erntara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20l I Nomor 92,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5*al;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, TambalrLan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang_
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2OOg tentang
Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor
21, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4at\;
Peraturan Pemerintah Nomor 17
Sinkronisasi Proses perencanaan
Pembangunan Nasional;

Tahun 2Ol7 tentang
dan Penganggaran
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9 Peraturan Pemerintah
Pengelolaan Keuangan

Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322; I

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015_
20t9;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;



J

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g6 Tahun 2017
tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan RencanaPembalgunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, aan nencarra
Kerja pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019tentang pedoman penyusunan Rencana Keq.a pemerintah
Daerah Tahun 2020;

14. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem perencanaan pembangunan Daerah;

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun2019 tentang Rencana KerJ'a pemerintah Daerah provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2O2O;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangal Daerahsebagaimana telah diubah dengan peraturan DerahKabupaten Tana Tora-la Nomor 5 Tahun 2015 ten lang
Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20Og
tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 3 Tahun2012 tentang Rencana pembangunarr- Jalgka panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2O1O _ 2O3O;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016 - 2O2l;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2O2O yang selanjutnya
disebut RKPD Tahun 2O2O adalah dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun
2O2O yang dimulai pada tanggal I Januari 2O2O d,an berakhir 31
Desember 2020.
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Pasal 2

RKPD Tahun 2020 disusun dengan maksud :

a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun
2020;

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebljakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Tahun Anggaran2O2O;
c. Pedoman bagt Pemerintah Daerah dalam menyusun

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O; dan

d. Sebagai bahan evaluasi untuk memastikan APBD telah

disusun berlandaskan RKPD.

Pasal 3

(1) Dalam rangka menyusun Rancartgan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun 2020, Pemerintah Daerah

menggunakan RKPD Tahun 2O2O sebagai pedoman dalam

pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara Tahun 2O2O antara Tim Anggaran

Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

(2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat

Daerah menggunakan RKPD Tahun 2O2O yang telah

ditetapkan pada KUA-PPAS dan RAPBD dalam melakukan
pembahasan RKA Organisasi Perangkat Daerah dengan

' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja'

Pasal 4

(1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan Kinefa
Semesteran dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Keda

dan Anggaran yang berisi uraian tentang capaian program,

masukan, keluaran dan hasil kegiatan;
(2) Laporan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) disampaikan

kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Kepa,la Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tana Toraja paling lambat 1O (sepuluh) hari
setelah berakhirnya semester pertama yang bersangkutan;

(3) Laporan Kine{a menjadi masukan dan bahan pertimbangan

bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya
yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang

bersangkutan.
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Kepala Badan Ferencanaan
kesesuaian antara Rencana

Pasal 5

Fembangunan Daerah menelaah
IGrja OPD Tahun 2O2O hasil

pembahasan bersama Dewan perwalcilan Rakyat Daerah dengan
RKPD Tahun 2020.

Rincian RKpD Tahun 2020 tercanlsla detnm r q"npiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pada Anggal diundangkan.

Agar setiop orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundentan
Peraturan Bupa.ti ini dengan p€nempatannya dqlarn Berita Daeratt
Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
padatanggal 2j TvnL 2O1)

Y A
TAI{A llORA'A.
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Diundangkan di Makale
pa.datanggal 25 Junl 2019

DAERAE EABI'PATEIT TAXA T'ORA'A.
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BERITA DAERAH KABUPAIEN TANA TORA'A TAHUN 2OT9 NOMOR 14
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